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ANALISIS PAJAK PENGHASILAN TERUTANG AKIBAT UNDANG-UNDANG
RI NO.36 TAHUN 2008 (STUDY PADA PT. RAJA INDO DI MAKASSAR)
ANALYSIS OF INCOME TAX PAYABLE DUE UNDANG-UNDANG RI NO.36




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruhnya terhadap wajib
pajak setelah ditetapkannya Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan Final Terutang Wajib Pajak. Berdasarkan hasil
temuan, peneliti memperoleh bahwa hasil analisis dan pembahasan selama
penelitian mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan  pada PT.
Raja Indo di Makassar, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hasil
analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan
pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT. Raja Indo belum sesuai dengan
Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, karena terdapat perbedaan
dalam perhitungan pajak penghasilan. Dengan nilai menurut perusahaan sebesar
Rp.207.628.885 dan menurut fiskal senilai Rp.212.707.318 dan memiliki selisih
senilai Rp.5.078.433.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Terutang Akibat Perubahan Undang-
Undang
The purpose of this study is to analyze the impact on taxpayers after enactment
of Tax Law 36 of 2008 on the Final Income Tax Payable Tax Payer. Based on the
findings, the researchers found that the results of the analysis and discussion for
research on the calculation and reporting of income tax at. King Indo in
Makassar, the researcher can conclude that the results of the analysis of the
company's financial statements, indicating that the calculation and reporting of
income taxes by PT. Indo king is not in accordance with the Tax Act 36 of 2008,
due to differences in the calculation of income tax. With a value according to the
company  amounted to Rp.207.628.885 and fiscal according worth
Rp.212.707.318 and has a difference worth Rp.5.078.433.
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Self assessment adalah sistem yang memberikan kepercayaan penuh
dengan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dalam sistem ini
wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajaran, kejujuran dalam menghitung
pajak, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan
disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan
adanya self assessment maka setiap wajib pajak dapat menghitung, membayar
pajak penghasilan yang dikenakan setiap wajib pajak.
Aspek yang perlu ditekankan dalam sistem self assessment adalah
perhitungan  pajak  penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang  adalah
pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan
hukum lainnya. Dengan kata lain, pajak penghasilan dikenakan kepada subyek
pajak yang diperlukan dalam tahun pajak, sehingga dalam perhitungan pajak
penghasilan terutang maka perlu dilakukan sesuai dengan UU. Perpajakan yang
berlaku saat ini.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara, maka pemerintah Indonesia
memandang perlu untuk memperbaharui Undang-Undang Perpajakan yang telah
ada sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Namun, perubahan
tersebut jika tidak dibarengi dengan penyuluhan kepada masyarakat dapat
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2menyebabkan kekurangpahaman masyarakat terhadap Undang-Undang
Perpajakan yang pada akhirnya berimbas pada rendahnya penerimaan
pemerintah dari sektor pajak.Perubahan itu bertujuan untuk memberikan
kemudahan (efisiensi) administrasi, memelihara produktivitas penerimaan
negara, dan keadilan dalam pengenaan pajak. Tujuannya untuk memberikan
kepastian hukum, transparansi, dan meningkatkan daya saing dalam menarik
investasi investasi langsung di Indonesia. Setelah menyimak lebih jauh materinya
terlihat perubahan keempat tentang UU PPh ini bernuansa lain, bahwa Undang-
Undang sebelumnya selalu cenderung pada pengamanan penerimaan (termasuk
penerimaan jangka pendek), tetapi kebiasaan itu mulai ditinggalkan. Salah
satunya perihal tarif Pajak Penghasilan Badan yang diturunkan menjadi 28% dan
menjadi tarif tunggal. Mulai tahun 2010 tarif tunggal tersebut menjadi 25%.
Penerapan tarif tunggal tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan prinsip
kesederhanaan dan International Best Practise. Penurunan tarif PPh Badan
tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga
perusahaan mempunyai tambahan kemampuan ekonomis untuk pengembangan
usaha, melakukan investasi dan peningkatan daya saing. Sedangkan penurunan
tarif PPh secara bertahap dimaksudkan untuk menjaga kestabilan penerimaan
negara dan pembiayaan APBN.
Kebijakan penurunan tarif PPh ini mempunyai 2 hal yang diharapkan yaitu
pertama penurunan tarif ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif PPh yang
berlaku di Indonesia dengan tarif ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tariff PPh
yang berlaku di Indonesia dengan tariff PPh yang berlaku di negara lain, kedua
untuk mengurangi beban pajak orang pribadi dalam bentuk  penurunan tariff,
penyerdehanaan, dan perluasan lapisan Penghasilan Kena Pajak.Demikian
diharapkan daya beli, konsumsi, atau saving/investasi masyarakat meningkat
3sehingga dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada
kondisi yang tercipta tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan
perpajakan Wajib Pajak. Meskipun secara umum dapat dilihat bahwa  hal ini
membawa pengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah. Namun, kita juga
perlu menganalisa pengaruhnya terhadap wajib pajak itu sendiri. Adanya
perubahan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dikhawatirkanhal ini dapat
berpengaruh terhadap penghasilan perusahaan. Karena tidak dapat dipungkiri
bahwa sifat dasar manusia adalah selalu ingin mencari keuntungan, maka
perubahan-perubahan ini, khususnya pada tarif pajak dapat saja berpengaruh
positif maupun negative terhadap jumlah penerimaan yang diharapkan oleh
perusahaan.
Tarif pajak penghasilan pasal 17 dalam Undang-Undang RI No.36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan dari 28% menjadi 25% menyebabkan
perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan. Perbedaan disebabkan oleh
karena adanya perbedaan tarif pajak penghasilan terutang. Akibat adanya
perbedaan  pajak penghasilan terutang akibat  dari regulasi  perpajakan maka
perlu dilakukan analisis pajak penghasilan terutang setelah tax regulasi. Hal ini
bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan terutang setelah
dilakukan regulasi perpajakan akibat dari adanya perubahan tarif pasal 17.
PT. Raja Indo  adalah salah satu  perusahaan yang bergerak di bidang
dealer pompa merek Grundfos, yang dalam menjalankan aktivitas perusahaan
tersebut mengalami kenaikan pendapatan penjualan pompa, sehingga dengan
mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat untuk setiap tahunnya.Namun
yang terjadi selama ini bahwa  pajak penghasilan terutang terjadi  perbedaan
dengan fiskus. Hal ini diakibatkan oleh adanya perhitungan dan pelaporan pajak
penghasilan terutang terjadi perbedaan setelah dilakukan regulasi perpajakan.
4Perhitungan pajak penghasilan terutang setelah adanya regulasi perpajakan
adalah karena perbedaan tarif pasal 17 dalam Undang-Undang Perpajakan yakni
sebelum adanya regulasi perpajakan tarif pasal 17 sebesar 28% dan setelah
dilakukan regulasi perpajakan tarif pasal 17 berubah dari 28% menjadi 25%.
Tarif pasal 17 yakni dari 28% menjadi 25% (setelah ditetapkannya Undang-
Undang RINo.36 Tahun 2008) mengakibatkan perhitungan pajak penghasilan
pasal 29 dan pasal 25 terjadi perbedaan. Oleh karena itu perlu adanya analisis
tarif pasal 17 setelah ditetapkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008,
sehingga hal ini yang menjadi alasan peneliti memilih judul skripsi yaitu : “Analisis
Pajak Penghasilan Terutang Akibat Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008
(Studi pada PT.Raja Indo di Makassar).”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penelitimerumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruhnya wajib
pajak setelah  ditetapkannya Undang-Undang RI No.36 Tahun  2008 tentang
Pajak PenghasilanTerutang Wajib Pajak?”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalahuntuk
mengetahui pengaruhnya terhadap wajib pajak setelah ditetapkannyaUndang-
Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak PenghasilanTerutang Wajib Pajak.
51.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoretis
Adapun kegunaan teoretis yang diharapkan  dari penelitian adalah
sebagai bahan masukan kepada perusahaan yang menjadi objek penelitian
dalam upaya peningkatan kinerja operasionalnya serta pelaksanaan kewajiban
perusahaan dalam hal perpajakan.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain,
sebagai berikut :
1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk menambah wawasan penulis berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti.
2. Sebagai bahan masukan kepada mahasiswa yang ingin melakukan





Hampir seluruh kehidupan manusia dan perkembangan dunia bisnis saat
ini dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengaruh tersebut seringkali cukup berarti, sehingga bagi para pelaku bisnis,
komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian serius
karena merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatui bisnis.
Pengertian pajak, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para
ahli yang dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2005:2-3),
antara lain sebagai berikut :
1. Menurut Brotodihardjo, pajak adalah :
“Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan  perundang-undangan, dengan tidak mendapat
prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan  dengan tugas negara
yang menyelenggarakan pemerintah.”
2. Menurut Smeets :
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma
umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat
ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.”
3. Menurut Seligman :
”Tax is compulsary contribution from the person, to the government tp depray the
expense incrued in the common interest of all, without reference to special benefit
conferred”.
4. Menurut Feldmann :
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terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi
pengeluaran-pengeluaran umum.”
5. Menurut Soemahamidjaja :
“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
6. Menurut Soemitro :
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar  pengeluaran
umum”.
Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang
ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undnag-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran Negara.
Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :
1. Pajak merupakan iuran wajib yang terutang oleh  para Wajib Pajak baik
Pribadi maupun Badan.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun perintah daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
demi kemakmuran rakyat.
8Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian
pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas
perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak yaitu :
1. Asas Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar
pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang
dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang
diminta.
2. Asas Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,
Wajib Pajak harus mengetahui secra jelas dan pasti pajak yang terutang,
kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Asas Convenience
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-
saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. Asas Economy
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya kewajiban pajak bagi Wajib
Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul
Wajib Pajak.
2.1.2 Wajib Pajak
Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
9perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
(Yolina, Meilani S. : 2009, hal.12)
KUP, ketentuan mengenal kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak
orang pribadi (WPOP)  dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib
pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling
lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang dimaksud dengan
saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih  dulu  antara  saat
pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar
kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan
juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.
Menurut Suprianto (2011:7) bahwa kewajiban wajib pajak antara lain :
1. Mendaftarkan  diri  sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah
memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak. Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak badan
yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib
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pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak
Kena Pajak.
2. Mengisi  dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor
Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah
diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu
yang ditentukan.
3. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib
pajak menurut sistem self assement ditentukan oleh wajib pajak yang
bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak pajak dapat dilakukan pada kantor
pos ataupun melalui bank persepsi. Yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan
negara bukan pajak.
4. Negara pembukaan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan
usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukaan yang dapat menyajikan
keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena
pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai,
dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukaan,
wajib pajak dibenarkan hanya untuk membuat catatan-catatan yang
merupakan pembukuan sederhana.
5. Memberikan keterangan. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan
pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya
jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan
dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan
kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus  untuk memasuki
tempat dan memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat
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dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan
keterangan yang diperlukan. Kewajiban-kewajiban perpajakan di atas pada
saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan
mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP
melalui sistem e-registrasion, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak
melalui e-felling, serta kemudahan dalam menyampaikan surat
pemberitahuan melalui e-SPT atau biasa disebut Elektronik SPT.
Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk
mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada
Ditjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan
pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh :
1. Pengasuran pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan
keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan
keuangan dikarenakan   usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak
mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkannya sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek
Pajak.
4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan
force majaure seperti bencana alam. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan
mengeluarkan suatu kebijakan.
5. Pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah
yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, PPh yang terutang atas
penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan suplier utama
ditanggung oleh pemerintah.
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
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7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi
batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama
enam bulan.
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak
merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak
yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya
hutang pajak lain.
9. Keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Ditjen Pajak.
Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak meras kurang atau tidak
puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
10. Banding. Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan,
Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
11. Peninjauan kembali. Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan
hanya dapat diajukan satu kali.
2.1.3 Subjek Pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk
usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri,
yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Muljono,
Djoko:2010,hal.2)
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Menurut yang dikutip dari buku Pelaporan Pajak Penghasilan karangan
Djuanda, Gustian, SE,MM dan Lubis, Irwansyah, SE. (2004:hal.4-8) asas yang
berkaitan dengan subjek pajak adalah:
1. Asas Domisili, yaitu suatu asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau
tempat subjek pajak.
2. Asas Sumber, yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan
yang diperoleh oleh Subjek Pajak.
Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. Orang Pribadi
Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri
adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk
dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah
mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah
seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dipertimbangkan
menurut keadaan.
Keberadaan seseorang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang
tersebut lebih dari 183  hari, tidak harus  berturut-turut tetapi ditentukan oleh
jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan
sejak kedatangannya di Indonesia. Sebagai subjek pajak seseorang dapat
bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Tempat
tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
b. Warisan
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti




Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
termasuk reksadana. Dalam undang-undang PPh ini, bentuk usaha tetap
ditentukan sebgai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu,
walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakannya dengan Subjek Pajak
badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai
eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.
Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa
memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan demikian, setiap unit tertentu dari
badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.
Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak
termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:
1) Dibentuk berdasarkan peraturan perindang-undangan yang berlaku;
2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah
Pusat atau Daerah.
d. Bentuk Usaha Tetap
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Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak
berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
di Indonesia, yang dapat berupa:
1. tempat kedudukan manajemen;
2.    cabang perusahaan;
3. gedung kantor
4.    pabrik;
5.    bengkel;
6. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang
digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
7.    perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
8.    proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
9. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan;
10. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;
11. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia.
Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak  Luar
Negeri.
Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:
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a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;
b.    badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak.
Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2.1.4 Objek Pajak
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal
dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekakyaan wajib pajak yang bersangkutan (Yolina, Meilani
S.,2009:31)
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Penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut
didapat, maka Objek Pajak dapat dibedakan menjadi: Objek Pajak dalam negeri
dan Objek Pajak luar negeri.
Objek Pajak dalam Negeri
Objek Pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak
dalam negeri, termasuk BUT maupun Subjek Pajak luar negeri yang berasal dari
Indonesia. Penghasilan yang diperoleh  dari  dalam negeri  didapatkan  dari
berbagai kegiatan, seperti: usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan
modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan penghasilan di Indonesia.
Objek pajak dalam negeri pada BUT, baik yang berbentuk orang pribadi
maupun badan, antara lain dapat berupa:
1) Penghasilan dari usaha
2) Penghasilan dari kantor pusat yang sejenis dengan BUT dari Indonesia
dan telah dipotong PPh pasal 26 dan terdapat hubungan efektif.
Objek Pajak luar negeri
Objek Pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak
dalam negeri, termasuk BUT yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan
berasal dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat
penghasilan tersebut didapat, tetap merupakan objek pajak penghasilan di
Indonesia, sedangkan objek pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar
negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan
ketentuan pasal 24 UU PPh.
2.1.5 Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984,
diubah dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1991 dan terakhir diubah
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dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak
Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau
diperoleh baik orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk tetap
berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu
keadilan, kemudahan/efisiensi dan produktivitas penerima negara. Oleh karena
itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah
untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan
kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka
meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan
daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat
pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila
kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak
(Suansy,Erli:2010,hal.81)
Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang RI
No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak
Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-undang ini mengatur pengenaan
Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenakan
pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang
ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas  penghasilan yang
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diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan
pajak untuk  penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak
sunyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang berdiam
di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara lain jika
ia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima
penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
Pajak Penghasilan Indonesia menurut Undang-Undang PPh termasuk
dalam kelompok pajak langsung, karena timbulnya utang PPh terjadi secara
periodik atau setahun sekali pada setiap akhir tahun pajak. Dengan demikian,
pemajakan PPh  dilakukan  secara  periodik setahun  sekali  setelah timbulnya
utang PPh, yaitu setelah tahun pajak berakhir. Karena PPh ditentukan setelah
diketahuinya jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh selama satu tahun
pajak, amak pemajakan PPh berdasarkan stelsel riil. Dari pengertian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan
terhadap setiap penghasilan atau tambahan ekonomis terhadap subjek pajak
yang telah memenuhi kriteria. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak
ada subjek pajaknya, maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek  pajak berkenaan  dengan
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian
subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum berbagi sebagai satu
kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :
1. Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia atau di luar Indonesia.
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2. Warisan
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan mereka
yang berhak yaitu ahli waris. Masalah  penunjukan warisan yang belum
terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak
atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
Pengertian badan mengacu pada undang-undang KUP, bahwa badan adalah
sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, lembaga bentuk
usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam badan ini termasuk Reksadana.
BUMN atau BUMD sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan
bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah
Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan.
Menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pasal 4
mengungkapkan bahwa :
1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
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a. Penggantian atau imbalan berkenaan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau uang imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya, sebagai  pengganti saham atau penyertanaan
modal.
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota.
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha
antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
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7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan  pembagian
sisa hasil usaha koperasi.
8) Royalti
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunan harta.
10) Penerimaan atau perolehan berkala
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13) Selisih lebih karena penilian kembali aktiva
14) Premi asuransi
15) Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotannya
yang merupakan wajib pajak.
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
2. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek,
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah :
1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima  oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga   sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
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pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima   oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
wajib pajak atau Pemerintah.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen  atau  bagian laba yang diterima  atau  diperoleh Perseroan
Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
dengan syarat :
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha
aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
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c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai.
d. Penghasilan dari modal yang ditanamkan   oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh  anggota  dari  perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
f. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian ijin usaha.
g. Pengahsilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut :
1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
2.1.6 Pajak Penghasilan Terutang
Pajak yang terutang adalah pajak yang terutang pada suatu saat, masa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan, secara definisi, pajak yang terutang adalah
pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang berapapun besarnya
merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini
sesuai dengan sistem self assessment. Terhadap jumlah pajak yang terutang,
fiskus (baca: aparatur/instansi pajak) belum   bisa atau tidak dibenarkan
melakukan tindakan penagihan, meskipun batas waktu pembayaran sudah
terlewati. Hal ini sesuai dengan sistem official assessment. Sesuatu yang wajar
saja manakala wajib pajak menghitung pajaknya sendiri menurut sistem self
assessment tanpa mengenakan  sanksi  administrasi terhadap dirinya. Akan
tetapi, manakala fiskus yang menghitung pajak untuk wajib pajak, kemungkinan
besar akan mengenakan sanksi administrasi sebagai tambahan pokok pajaknya.
Secara lebih rinci pajak yang terutang pajak dapat disajikan sebagi berikut :
1. Merupakan pajak yang harus dibayar;
2. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan;
3. Tidak termasuk pengenaan sanksi administrasi;
4. Sebagai wujud pelaksanaan self assessment system;
5. Sesuai dengan ajaran materiil;
6. Tanpa ada produk hukum berupa surat ketetapan pajak;
7. Belum menjadi tunggakan pajak;
8. Bukan sebagai dasar penagihan pajak;
9. Tidak dapat dilakukan tindakan penagihan.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang KUP
(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
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2.1.7 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan
angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi
fiskal ini  umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan.
Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan
mempengaruhi  besarnya laba kena pajak serta Pajak Penghasilan (PPh)
terutang. Rekonsiliasi dilakukan terhadap   pos-pos biaya dan pos-pos
penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain :
1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
2. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi
pengurangan penghasilan bruto.
4. Wajib Pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan
ketentuan pajak.
5. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama
untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh non final.
Rekonsiliasi fiskal adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya
antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan   dalam
menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Suandy:2011,hal.87).
Perbedaan ini   disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara
akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu
perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait (matching cost
against revebue), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan
negara.
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Rekonsiliasi (koreksi) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang
berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba
yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes:2010,hal.218).
Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal itu, maka wajib pajak tidak
perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat suatu pembukuan
yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan
laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan.
Rekonsiliasi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu.
Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan
menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu.
Adanya perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan
keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan
tersebut diungkapkan  dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan
laporan keuangan fiskal.
Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal
maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari :
1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi fiskal
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Ikhtisar kewajiban pajak
Untuk memudahkan wajib pajak menyusun laporan keuangan fiskal, berikut
ini dijelaskan hal-hal yang menyangkut neraca fiskal dan perhitungan laba-rugi
fiskal.
1. Neraca fiskal
Neraca fiskal adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang
terdiri dari harta, utang, dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun
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dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-
undangan perpajakan dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.
Dalam laporan keuangan komersial, neraca didefinisikan sebagai laporan
yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang, dan modal
pada tanggal penutupan buku. Jadi, pengertian dan konsep penyusunan laporan
keuangan fiskal tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah adanya keharusan
pada neraca fiskal yang mengungkapkan utang piutang dalam hubungan
istimewa.
2. Perhitungan laba rugi fiskal
Perhitungan laba rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil
usaha atau pekerjaan wajib pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari
pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dengan Standar Akuntansi Indonesia.
Dalam menyajikan perhitungan laba rugi fiskal ada enam hal yang perlu
diperhatikan yaitu :
a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha
dengan penghasilan dan biaya diluar usaha.
b. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak.
c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan.
Rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah.
e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu
tahun.
Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun
sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga
tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.
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2.2 Laporan Keuangan
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009, PSAK 01 : Tentang
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (point 07),
laporan keuangan dinyatakan sebagai bagian dari proses pelopran keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI:SAK
2009). Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri
dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Sementara menurut Winwin Yadiati (2007:52) Laporan keuangan (Financial
Statements) adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh
manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang
berisi seluruh kegiatan bisnisdari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah
satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak
yang membutuhkannya.
Financial Accounting Standars Board (FASB) dalam Statement of Financial
Accounting Concepts (SFAC) No.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan
adalah menyajikan informasi sebagai berikut:
1. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai
lainnya dalam membuat keputusan investasi, pemberi kredit dan keputusan
lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai agar dapat ditelaah
secara sungguh-sungguh.
2. Dapat membantu para investor dan kreditor yang potensial dan pemakai
lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan
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uang di masa yang akan datang yang berasal dari deviden atau bunga
pelunasan, dan jatuh temponya surat berharga atau pinjaman.
3. Menunjukkan sumber ekonomi perusahaan, klaim atas sumber ekonomi
perusahaan (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber ke
perusahaan lain dan pemilik perusahaan), dan pengaruh transaksi, kejadian,
dan keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber tersebut.
Menganalisa laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi
yang dikandung suatu laporan keuangan. Sebagaimana diketahui, laporan
keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan.
Jika informasi ini disajikan dengan benar maka informasi tersebut akan sangat
berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang
dilaporkan tersebut.
2.3 Pokok Perubahan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan
Pokok-pokok perubahan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan dan alasan perubahannya antara lain sebagai berikut:
1) Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk mnyesuaikan dengan tarif
PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah,
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).
a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi
30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari lima lapisan menjadi
empat lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan
kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200
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Ketentuan Lama
Tarif cfm UU No 17 Tahun 2000
Ketentuan Baru
Tarif cfm UU No 36 Tahun 2008
Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif







Di atas Rp. 50.000.000,00
s/d Rp.100.000.000,00 15%
Di atas Rp. 100.000.000,00 30%
juta menjadi Rp 500 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Ketentuan lama:
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Ketentuan
Lama)
Lapisan Penghasil Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5 %
Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00 25 %
Di atas Rp. 200.000.000,00 35 %
Ketentuan Baru:
Tabel 2.2 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Ketentuan Baru)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15 %
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 %
Di atas Rp. 500.000.000,00 30 %
Keterangan :
Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah
25 % yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari tiga lapisan, yaitu
10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25%
tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Badan (Ketentuan Lama
dan Ketentuan Baru
Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan
prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi
WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif
normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh
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masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak
perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good
corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif
sumber pembiayaan bagi perusahaan.
c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan
tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-. Pemberian insentif
tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang
pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi
perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat
mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh
Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto.
Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP
dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta
memberikan kepastian dan kesederhanaan perhitungan PPh.
e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar
15% menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut
dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak
sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian
didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan
perpajakan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan WP.
f. Bagi WP penerima deviden yang semula dikenai tarif PPh progresif
dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%.
Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan
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untuk membagikan deviden kepada pemegang saham, mendorong
tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah
dan meningkatkan kepatuhan WP.
g. Bagi wajib  pajak yang telah mempunyai NPWP  dibebaskan  dari
kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan
fiskal luar negeri dihapus pada tahun 2011. Pembayarn fiskal luar negeri
adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan
berpergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban
pembayaran fiskal luar negeri bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP
dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak memiliki NPWP sehingga
memperluas basis pajak.
h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi
ditingkatkan sebesar dari Rp. 15.840.000,00 menjadi 24.300.000,00
sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan dari
Rp.1.320.000,00 menjadi Rp.2.025.000,00 dengan  paling banyak  3
(tiga) tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan PTKP dengan perkembangan  ekonomi dan moneter
serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan
menjadi Undang-Undang.
2) Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP
yang tidak memiliki NPWP;
a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenal pemotongan PPh Pasal 21
yang tidak mempunyai NPWP dikenal pemotongan 20% lebih tinggi dari
tarif normal.
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b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenal pemotongan PPh Pasal
23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenal pemotongan 100% lebih tinggi
dari tarif normal.
c. Bagi WP yang dikenal pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak
mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif
nasional.
3) Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat
yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan
diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasionala dan
infrastruktur sosial.
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang di akui di Indonesia.
4) Pengecualian dari objek PPh
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan
pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka
waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak
dikenai pajak.
c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.
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5) Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Aturan ini
dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang
berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh,
pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang
termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.
6) Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi,
bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk





Jenis penelitian ini yang digunakan  penulis adalah metode penelitian
deskriptif komparatif. Metode ini yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-
data laporan keuangan yang ada, kemudian melakukan perbandingan terhadap
hasil perhitungan dari laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan
tersebut berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dengan hasil
perhitungan yang dibuat oleh penulis yang didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang terbaru yaitu Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang perubahan
Keempat atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan.
3.2 Tempat dan Waktu
Penelitian dilakukan pada PT. Raja Indo yang berlokasi di Jalan
Cendrawasih Kompleks Cendrawasih Square Blok B12 No.1 Makassar.
3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data kuantitatif, yaitu data dan informasi yang sifatnya angka-angka
laporan keuangan  serta dokumen-dokumen  pendukung lainnya yang
terkait dengan laporan keuangan perusahaan, antara lain :
a. Neraca keuangan tahun 2013;
b. Laporan laba rugi 2013; dan
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c. Data perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis
lurus tahun 2013.
2. Data kualitatif, yaitu semua data yang sifatnya informatif dan keterangan
yang berupa penjelasan-penjelasan yang terkait dengan perusahaan.
Seperti, Company Profile perusahaan dan catatan hasil wawancara
dengan beberapa sumber yang terkait dengan perusahaan.
3.3.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
data primer, yaitu data yang diambil dari laporan keuangan (annual report)
perusahaan serta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari langsung
dari perusahaan sebagai objek penelitian.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui:
1. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan
mengadakan penelitian secara langsung di lapangan melalui observasi dan
wawancara.
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu proses pengumpulan data
dengan melalui literature-literature atau buku-buku dan mendownload file-file
yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dari internet.
3.5 Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dengan menggunakan metode analisis adalah metode deskriptif-comparative,
yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan keuangan yang ada,
kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari laporan
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keuangan yang telah disusun oleh perusahaan tersebut berdasarkan Undang-
Undang No.17 Tahun 2000 dengan hasil perhitungan yang dibuat oleh penulis
yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang
RI No.36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang RI No.




4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
PT. Raja Indo adalah salah satu perusahaan yang merupakan dealer
pompa merek Grundfos yang ada di kota Makassar yang dari tahun ke tahun
aktivitas penjualannya terus mengalami perkembangan. Perusahaan ini didirikan
pada tahun 1980 oleh PD sebagai Perseroan Terbatas yang telah mendapat
Surat Izin Perdagangan No. 3023/-VIII/NAS tertanggal 5 Januari 1990 dengan
akte Notaris ST. Dumanauw, SH. Dengan No. 450/IX/Mei/1991.
Adapun tujuan didirikannya perusahaan tersebut di atas adalah sebagai
berikut :
1. Adanya kesempatan yang baik untuk menyalurkan pompa sehingga
diperoleh laba yang semaksimal mungkin.
2. Adanya kerja sama yang baik antara usaha dealre pompa di Kotamadya
Makassar.
3. Tersedianya modal usaha serta lokasi yang digunakan oleh perusahaan.
4. Untuk membuka kesempatan kerjasama antara pengusaha di Kota
Makassar.
4.1.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi PT. Raja Indo di Makassar secara garis besarnya
didasarkan pada struktur organisasi kini atau yang terdiri dari seorang Direktur







Berdasarkan bagan struktur organisasi perusahaan yang telah disajikan,
maka adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam
perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Komisaris
Adalah pihak yang terlibat untuk mengawasi jalannya perusahaan baik dari
dalam maupun dari luar perusahaan.
2. Direktur utama
Wewenang dan tanggung jawab direktur utama dapat diuraikan  sebagai
berikut :
a. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan perusahaan
b. Menentukan kebijaksanaan perusahaan terutama dalam bidang
pemasaran/penjualan.
c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
3. Wakil direktur
Wewenang dan tanggung jawab wakil direktur utama adalah sebagai berikut:
a. Membantu direktur utama
b. Mewakili direktur utama untuk urusan intern dan ekstern, apabila
direktur utama berhalangan.
4. Kepala Bagian Pemasaran
Wewenang dan tanggung jawab kepala bagian pemasaran adalah
melakukan koordinasi penjualan untuk luar dan dalam kota dan disamping
itu menetapkan program pemasaran. Dalam melakukan aktivitasnya, maka
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kepala bagian pemasaran dibantu oleh bagian penjualan, yang wewenang
dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
a. Melakukan penjualan barang
b. Membuat faktur penjualan
c. Membuat laporan penjualan
5. Kepala Bagian Gudang dan Logistik
Wewenang dan tanggung jawab kepala bagian gudang dan logistik adalah
untuk melakukan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran barang.
Kepala bagian gudang dan logistik dibantu oleh :
a. Bagian penerimaan
Wewenang dan tanggung jawab bagian penerimaan adalah
bertanggung jawab atas segala penerimaan barang dalam gudang.
b. Bagian pengeluaran
Wewenang dan tanggung jawab  bagian  pengeluaran  adalah
bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan
pengeluaran barang dalam gudang.
6. Kepala Bagian Administrasi/Umum
Wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi/umum adalah untuk
membuat segala laporan perpajakan. Kepala bagian administrasi/umum
dibantu oleh beberapa orang yaitu :
a. Kasir
Wewenang dan tanggung jawab kasir adalah untuk mengetahui keluar




Wewenang dan tanggung jawab bagian keuangan adalah bertanggung
jawab atas segala laporan keuangan dalam perusahaan.
c. Akuntansi
Wewenang dan tanggung jawab akuntansi adalah membuat segala
perhitungan akuntansi dalam laporan keuangan.
3.7 Hasil Analisis
4.2.1 Analisis Laporan Keuangan
Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, perusahaan
perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil
dari proses akuntansi yang berperan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara internal
maupun eksternal.
Peranan laporan keuangan bagi perusahaan dimaksudkan untuk dapat
menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi
suatu perusahaan. Sebab dengan adanya laporan keuangan perusahaan akan
dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.
PT. Raja Indo meruapakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan
pompa proyek, dalam melaksanakan pengelolaan suatu aktivitas usahanya
sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dealer Pompa proyek maka
perusahaan tersebut di atas dari tahun ke tahun mengalamai perkembangan
dalam unit usaha. Akibat dari perusahaan mengalami perkembangan dalam unit
usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan. Hal ini
dimaksudkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.
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Perhitungan Kena Pajak menurut Perusahaan
a. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas :Rp. 4.800.000.000Rp.  8.712.345.670 X 1.146.283.630 = Rp. 631. 536.170,90
b. Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas
Rp.1.146.283.630 – Rp. 631. 536.170,90 = Rp. 514.747.459
PPh terutang :
Rp. 631.536.170,90 x 25% x 50 % = Rp. 78.942.021,36
Rp. 514.747.459 x 25 % = Rp. 128.686.864,75
PPh terutang Rp. 207.628.886,11
Dibulatkan menjadi Rp. 207.628.900
4.2.2 Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.
Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan
keuangan, hanya memberikan permbatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam
pengakuan penghasilan maupun biaya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan
melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan
komersil agar penyajiannya sesuai dengan Undang-Undang RI No.36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan.
Sebelum dilakukan perhitungan PPh pasal 25 dan 29 khususnya pada
PT.Raja Indo Makassar, maka terlebih dahulu akan disajikan laporan koreksi
fiskal. Analisis koreksi fiskal adalah untuk mengetahui perbedaan waktu dan
perbedaan tetap atau menurut laba komersial dengan laba menurut fiskal.
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Berdasarkan data  neraca  dan  perhitungan laba rugi  per 31 Desember
tahun 2013 pada perusahaan PT. Raja Indo di Makassar maka dapat dilakukan
penerapan koreksi fiskal yang bertujuan untuk memastikan penyajian pelaporan
keuangan pajak apakah telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan. Sebelum koreksi fiskal dijelaskan item-item dari masing-masing
perbedaan antara neraca dalam laporan laba rugi perusahaan dengan fiskal
yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Biaya penyusutan menurut akuntansi
Besarnya biaya penyusutan menurut akuntansi dapat dhitung dengan
berbagai macam metode. Namun dalam penelitian ini, metode yang digunakan
oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Besarnya biaya penyusutan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Bangunan gedung
Besarnya biaya penyusutan dengan metode garis lurus  untuk bangunan
gedung adalah sebagai berikut :Rp. 3.506.528.900 − Rp. 1.192.356.10020 tahun = Rp. 115. 708.640
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk bangunan gedung per tahun adalah
sebesar Rp. 115.708.640. (Selengkapnya hasil  penyusutan bangunan
gedung per tahun dapat dilihat pada lampiran 2)
b. Armada angkutan
Besarnya biaya penyusutan dengan metode garis lurus untuk armada
angkutan adalah sebagai berikut :Rp. 2.681.056.150 − Rp. 682.356.3508 tahun = Rp. 249.837.475
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Jadi besarnya biaya penyusutan untuk armada angkutan per tahun adalah
sebesar Rp. 249.837.475 (Selengkapnya hasil   penyusutan bangunan
gedung per tahun dapat dilihat pada lampiran 2)
c. Kendaraan mobil
Besarnya biaya penyusutan dengan metode garis lurus untuk kendaraan
mobil adalah sebagai berikutRp. 356.789.200 − Rp. 130.782.3004 tahun = Rp. 56.501.725
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk kendaraan mobil per tahun adalah
sebesar Rp. 56.501.725 (Selengkapnya hasil penyusutan bangunan gedung
per tahun dapat dilihat pada lampiran 2)
d. Inventaris kantor
Besarnya biaya penyusutan dengan metode garis lurus untuk inventaris
kantor adalah sebagai berikut :Rp. 110.782.350 − Rp. 65.782.3504 tahun = Rp. 11.250.000
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk inventaris kantor per tahun adalah
sebesar Rp. 11.250.000 (Selengkapnya hasil penyusutan bangunan gedung
per tahun dapat dilihat pada lampiran 2)
Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut
perusahaan per 31 Desember tahun 2013, dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu
sebagai berikut :
Tabel 4.1Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dengan Metode Garis Lurus(Menurut Perusahaan)Tahun 2013




































































Jumlah 7.603.296.500 2.071.277.100 552.882.140 433.297.840 986.179.980 6.617.116.520
Sumber : PT. Raja Indo, Makassar
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Kemudian untuk menghitung biaya penyusutan jenis aktiva tetap menurut
Undang-Undang Perpajakan, dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok dengan
ketentuan berikut :
a) Kelompok 1, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya empat tahun dan
tidak termasuk golongan bangunan, disusutkan dengan tarif 25% untuk
metode garis lurus dan tarif 50% untuk saldon menurun.
b) Kelompok 2, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya delapan tahun dan
tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 12,5% metode
garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 25%.
c) Kelompok 3, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 16 tahun dan tidak
termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 6,25% untuk metode
garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 12,5%.
d) Kelompok bangunan yang permanen disusutkan dengan tarif 5% dan tidak
permanen 10% berdasarkan metode garis lurus.
2. Biaya penyusutan menurut Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan
Besarnya biaya penyusutan menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut :
a. Bangunan gedung
Besarnya biaya penyusutan bangunan gedung menurut Undang-Undang RI
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
Rp. 3.506.528.900 x 5% = Rp. 175.326.445





Besarnya biaya penyusutan armada angkutan menurut Undang-Undang RI
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
Rp. 2.681.056.150 x 12,5% = Rp. 335.132.010
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk armada angkutan per tahun adalah
sebesar Rp. 335.132.010
c. Kendaraan Mobil
Besarnya biaya penyusutan kendaraan mobil menurut Undang-Undang RI
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
Rp. 356.789.200 x 25% = Rp. 89.197.300
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk kendaraan mobil per tahun adalah
sebesar Rp. 89.197.300
d. Inventaris Kantor
Besarnya biaya penyusutan inventaris kantor menurut Undang-Undang RI
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
Rp. 110.782.350 x 25% = Rp. 27.695.580
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk inventaris kantor per tahun adalah
sebesar Rp. 27.695.580
Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut
Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat dilihat
pada tabel 4.2 yaitu sebagai berikut :
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Jumlah 7.603.296.500 812.926.365 627.351.335 1.440.277.700 6.163.018.800
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dengan Metode Garis Lurus (Menurut Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan) Tahun 2013





































Berdasarkan hasil analisis perbandingan pajak penghasilan menurut
perusahaan dengan Undang-Undang RI No.36 tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan yang menunjukkan terdapat perbedaaan pelaporan pajak
penghasilan antara menurut perusahaan dengan Undang-Undang RI No.36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perbedaan tersebut dijelaskan pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.3 Perbandingan Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan dengan
Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Per 31 Desemeber 2013
Sumber : data diolah dari PT. Raja Indo, Makassar
Sebelum disajikan penerapan koreksi fiskal, maka terlebih dahulu akan
disajikan data tambahan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan
rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut :
1. Dalam perhitungan biaya gaji pegawai biaya proyek terdapat unsur biaya
yang merupakan biaya dalam bentuk natura yakni tunjangan makanan dan
minuman yang disediakan oleh perusahaan yakni sebesar Rp. 49.500.000,-
untuk bagian penjualan/administrasi penjualan yakni  sebesar
Rp.42.500.000,-
2. Perbedaan biaya penyusutan menurut perusahaan dengan UU yakni
sebesar Rp. 194.053.495,- (lihat tabel 4.4)
3. Biaya entertainment sebesar Rp. 24.123.500,- yang merupakan biaya pribadi
yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan.
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4. Biaya sumbangan sebesar Rp. 37.892.300 digunakan untuk instansi
pemerintah yakni perayaan 17 Agustus dan perayaan HUT PDAM dan
sponsor olah raga.
5. Biaya keperluan pribadi dan pemilik perusahaan yaitu biaya bahan bakar
dan pelumnas Rp. 42.112.350 dan alat tulis kantor Rp. 7.781.250,-
6. Biaya listrik/telpon dan pemilik perusahaan yang digunakan secara pribadi
sebesar Rp.18.181.250,-
Untuk lebih jelasnya akan disajikan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. Raja Indo di Makassar Tahun 2013
Uraian Menurut akuntansi(Rp)
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Biaya penyusutan armada angkutan
Biaya penyusutan kendaraan mobil kantor
























































Jumlah biaya operasional 1.173.494.240 194.053.495 222.090.650 1.145.457.085










Laba bersih setelah pajak 938.654.745 199.131.928 222.090.650 961.613.467
Sumber : Hasil olahan data, 2014
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Ikhtisar perhitungan laba kena pajak, pada perusahaan PT. Raja Indo di
Makassar adalah sebagai berikut :
Laba sebelum pajak Rp. 1.146.283.630,-
Koreksi Fiskal Tetap :
Koreksi fiskal tetap adalah koreksi fiskal beda tetap/permanen yang terjadi
karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi
dan menurut pajak.
- Biaya gaji bagian penjualan Rp. 49.500.000,-
- Biaya alat tulis kantor 7.781.250,-
- Biaya gaji bagian adm/penjualan 42.500.000,-
- Biaya listrik/telpon 18.181.250,-
- Biaya bahan bakar/pelumnas 42.112.350,-
- Biaya intertainment 24.123.500,-
- Biaya sumbangan 37.892.300,- (+)
Jumlah koreksi fiskal tetap Rp. 222.090.650,-
Koreksi Fiskal waktu :
Koreksi fiskal waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang
sifatnya temporer (sementara).
- Biaya penyusutan bangunan gedung
- Biaya penyusutan mesin/peralatan
Rp. 59.617.805,-
85.294.535,-
- Biaya penyusutan kendaraan 32.695.575,-
- Biaya penyusutan inventaris 16.445.580,- (+)
Jumlah koreksi fiskal waktu Rp. 194.053.495,-
Penghasilan kena pajak 1.174.320.785,-
PPh Terutang (212.707.318,-)
Laba bersih setelah pajak Rp. 961.613.467,-
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Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, laba kena pajak
setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 961.613.467,-
sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2013 adalah :
Perhitungan Kena Pajak Menurut UU RI No.36 Tahun 2008
Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
fasilitas :Rp. 4.800.000.000Rp. 8.712.345.670 X Rp.  1.174.320.785 = Rp. 646.983.026
Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :
Rp. 1.174.320.785 – Rp.646.983.026 = Rp. 527.337.759
PPh terutang :
Rp. 646.983.026 x 25% x 50% = Rp. 80.872.878
Rp. 527.337.759,11 x 25% = Rp. 131.834.480
Rp. 212.707.318
Dengan demikian PPh terutang untuk tahun 2013 sebesar
Rp.212.707.318,-
3. Perhitungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29
Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka akan disajikan
perhitungan PPh pasal 25 dan pasal 29 yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Perhitungan PPh Pasal 29 Menurut PT. Raja Indo
1) PPh Pasal 29
Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai
berikut :
Penghasilan Kena Pajak Rp.8.712.345.670
PPh Terutang Rp. 207.628.885
Kredit Pajak :
PPh Pasal 22 Rp. 9.392.550
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PPh Pasal 23 Rp. 2.123.400
Jumlah kredit pajak (Rp. 11.515.950)
PPh yang harus dibayar Rp. 196.112.935
PPh yang telah dibayar (PPh Pasal 25) Rp. 189.464.695
PPh kurang bayar (PPh pasal 29) Rp. 6.648.695
2) PPh Pasal 25
Perhitungan PPh Pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai
berikut :
PPh Terutang Rp. 207.628.885
Kredit Pajak :
PPh Pasal 22 Rp. 9.392.550
PPh Pasal 23 Rp. 2.123.400
Jumlah kredit pajak (Rp. 11.515.950)
Dasar perhitungan PPh Pasal 25 Rp. 196.112.935��� ℎ ���25 �� �=
Rp. 196.112.93512 = . 16.342.740
b. Perhitungan Menurut Fiskus
1) PPh Pasal 29
Penghasilan Kena Pajak Rp.8.712.345.670
PPh Terutang Rp. 212.707.318
Kredit Pajak :
PPh Pasal 22 Rp. 9.392.550
PPh Pasal 23 Rp. 2.123.400
Jumlah kredit pajak (Rp. 11.515.950)
PPh yang harus dibayar Rp. 201.191.368
PPh yang telah dibayar (PPh Pasal 25) Rp. 189.464.695
PPh kurang bayar (PPh pasal 29) Rp. 11.727.128
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2) PPh Pasal 25






Jumlah kredit pajak (Rp. 11.515.950)
Dasar perhitungan PPh Pasal 25 Rp. 201.191.368��� ℎ ���25 �� �=
Rp. 201.191.36812 = . 16.765.940
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan disajikan
besarnya PPh kurang bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. PPh Pasal 29
Besarnya PPh Pasal 29 yang kurang dibayar dapat dihitung sebagai berikut :
PPh Pasal 29 menurut fiskus Rp. 11.727.120
PPh Pasal 29 menurut perusahaan (Rp. 6.648.695)
PPh Pasal 29 kurang bayar Rp. 5.078.425
b. PPh Pasal 25
Besarnya PPh Pasal 25 yang kurang dibayar dapat dihitung sebagai berikut :
PPh Pasal 25 menurut fiskus Rp. 16.765.940
PPh Pasal 25 menurut perusahaan (Rp. 16.342.740)
PPh Pasal 25 kurang bayar Rp. 423.200
Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dapat disajikan melalui tabel berikut
ini :
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Sumber : Hasil olahan data
Berdasarkan hasil analisis data mengenai perhitungan pajak penghasilan
badan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal nampak bahwa perusahaan dalam
menghasilkan Pajak Penghasilan terdapat selisih yang kurang  bayar
Rp.5.078.425 untuk PPh Pasal 29, sedangkan hasil perhitungan PPh Pasal 25
sebesar Rp.423.200. Alasan yang menyebabkan terjadinya selisih PPh badan
(Pasal   29   dan Pasal 25) karena   perusahaan tidak perhitungkan biaya
penyusutan yang sesuai dengan tarif penyusutan menurut UU Perpajakan dan
selain itu perusahaan dalam menghasilkan PPh Badan memisahkan biaya
operasional yang tidak diperkenankan oleh pajak, seperti biaya natura, biaya
entertainment dan biaya sumbangan. Hal ini sesuai dengan UU RI No.36 Tahun
2008   bahwa biaya yang tidak diperkenankan   dalam menghitung   pajak
penghasilan Badan adalah biaya natura, biaya sumbangan, dan biaya
entertaiment.
3.8 Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis
rekonsiliasi fiskal pada PT. Raja Indo Makassar. Rekonsiliasi fiskal dilakukan
karena terdapat perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba menurut
perpajakan.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan yaitu melalui pelaksanaan
rekonsiliasi fiskal pada PT. Raja Indo Makassar, diketahui bahwa laba sebelum
pajak menurut perusahaan Rp.1.146.283.630 sedangkan laba setelah koreksi
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fiskal yaitu sebesar Rp.1.174.320.785. sehingga terdapat selisih sebesar
Rp.28.037.155, terjadi perbedaan laba bersih sebelum pajak jika dibandingkan
dengan lab menurut rekonsiliasi fiskal yang disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu sebagai berikut :
1. Perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan tidak
menghtiung biaya penyusutan menurut tarif penyusutan menurut UU RI
No.36 Tahun 2008 pasal 11. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka biaya
penyusutan menurut perusahaan Rp.433.297.840 sedangkan setelah
dilakukan rekonsiliasi fiskal Rp.627.351.355 sehingga terdapat perbedaan
Rp.194.053.495.
2. Pengelompokkan biaya dalam perhitungan kena pajak dalam UU Perpajakan
No.36 Tahun 2008 bahwa biaya yang tidak dialokasikan oleh pajak adalah
bantuan atau sumbangan, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa
yang diterima oleh dalam bentuk natura dan biaya yang tidak  berkaitan
dengan usaha.
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas dengan adanya
penggunaan biaya tersebut diatas yang tidak dialokasikan pajak menyebabkan
adanya perbedaan pajak penghasilan pasal 29 yang kurang bayar yang dapat
dirinci sebagai berikut :
PPh pasal 29 menurut fiskal Rp. 11.727.120
PPh pasal 29 menurut perusahaan Rp. 6.648.695
Koreksi fiskal (kurang bayar) Rp. 5.078.425
Sedangkan PPh pasal 25 yaitu :
PPh pasal 25 menurut fiskal Rp. 16.765.940
PPh pasal 25 menurut perusahaan Rp. 16.342.740
Koreksi fiskal (kurang bayar) Rp. 423.200
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Kemudian dari hasil data mengenai perhitungan pajak penghasilan badan
setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal nampak bahwa perusahaan dalam
menghasilkan pajak penghasilan badan terdapat selisih PPh badan (pasal 29
dan pasal 25) karena perusahaan tidak diperhitungkan biaya penyusutan yang
sesuai dengan tarif penyusutan menurut UU Perpajakan dan selain itu
perusahaan  dalam menghasilkan PPh  badan memisahkan  biaya  operasional
yang tidak diperkenankan oleh pajak, seperti biaya natura, biaya entertaiment
dan biaya sumbangan. Hal ini sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008
bahwa biaya yang tidak diperkenankan dalam menghitung pajak penghasilan




Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian dan pelaporan
pajak penghasilan pada PT. Raja Indo Makassar, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan
bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan
belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak
penghasilan. Nilai pajak penghasilan terutang menurut perusahaan sebesar
Rp.207.628.885 dan menurut fiskal senilai Rp.212.707.318 dan memiliki selisih
Rp.5.078.433,-
6.2 Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat
diberikan saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu disarankan
agar mengikuti perhitungan penyusutan aktiva tetap  sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan
dalam perhitungan pajak penghasilan perlu memperhatikan peraturan.
Perusahaan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan
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Persediaan barang dagang 1.212.802.045





Kendaraan mobil kantor 356.789.200
Inventaris kantor 110.782.350
Akumulasi penyusutan (986.179.980)
Jumlah Aktiva Lancar 6.617.116.520




Utang dagang Rp. 3.652.136.280
Utang pajak 6.648.695
Jumlah Utang Lancar Rp. 3.658.784.975
Utang Jangka Panjang
Pinjaman hipotik Rp. 3.681.112.350
Jumlah Utang Jangka Panjang 3.681.112.350
Jumlah Aktiva Rp. 7.339.897.325
Ekuitas
Modal saham Rp. 2.900.000.000
Laba ditahan 1.371.025.450
Laba tahun berjalan 938.654.745
Jumlah Ekuitas 5.209.680.195
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Penjualan Rp. 8.712.345.670
Harga pokok penjualan 6.392.567.870
Laba kotor penjualan Rp. 2.319.777.870
Biaya operasional
Gaji bagian penjualan Rp. 127.500.000
Biaya promosi 173.456.700
Biaya alat tulis kantor 21.234.500
Gaji bagian adm kantor 117.250.000
Biaya bunga bank 116.174.600
Biaya listrik teelpon 25.782.450
Biaya penyusutan bangunan 115.708.640
Biaya penyusutan armada angkutan 249.837.475
Biaya penyusutan kendaraan mobil kantor 56.501.725
Biaya penyusutan inventaris kantor 11.250.000
Biaya bahan bakar/pelumnas 96.782.350
Biaya entertaiment 24.123.500
Biaya sumbangan 37.892.300
Jumlah biaya operasional 1.173.494.240
Laba bersih sebelum pajak Rp. 1.146.283.630
PPh 207.628.885























































































Perhitungan Biaya Penyusutan dan
Akumulasi Penyusutuan Aktiva Tetap
(Menurut Perusahaan)
Bangunan
Sumber : Hasil Olahan Data
Armada Angkutan
Sumber : Hasil Olahan Data
KendaraanMobil
Sumber : Hasil Olahan Data
Inventaris Kantor
Sumber : Hasil Olahan Data
